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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai “Prosedur Pengadaan Barang 

Sub-bidang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat” maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengadaan barang adalah kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sarana satuan 

pendidikan untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas terbaik, waktu 

yang tepat dan menguntungkan secara langsung bagi pemerintah maupun perusahaan 

yang dilaksanakan melalui kontrak kerjasama. Dalam pengadaan barang metode yang 

digunakan yaitu metode E-Purchasing, metode pembelian barang melalui katalog 

elektronik. 

2. Pentingnya pengadaan Barang Sub-bidang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

penunjang kegiatan pendidikan. Prosedur pengadaan barang pada Dinas Pendidikan 

Sumatera Barat dilakukan secara rinci dimulai dari tahapan yang lengkap, ketentuan 

anggaran, jadwal pengadaan yang tersusun hingga pengadaan sampai dilokasi sesuai 

kebutuhan satuan pendidikan. Dengan begitu Kemenkeu yang bertugas sebagai 

Pembina umum dengan mudah menghitung capaian target dan sasaran pemenuhan 

kebutuhan sarana pendidikan. 

3. Meskipun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sudah mengupayakann prosedur 

pengadaan barang semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat hambatan. Maka dari itu Dinas Pendidikan harus menyiapkan solusi dari 

hambatan tersebut.  
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5.2 SARAN 

Untuk kelancaran prosedur pengadaan barang sub-bidang SMK pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Prosedur Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

diharapkan selalu mengacu dan berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diharapkan agar dapat memperhatikan 

skala prioritas usulan kegiatan pengadaan barang, sehingga pengadaan yang dilakukan 

dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan. 

3. Agar dapat ngurangi resiko hambatan pada prosedur pengadaan barang, Dinas 

Pendidikan perlu meningkatkan penilaian dalam pemilihan penyedia barang sehingga, 

prosedur pengadaan sarana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat  berjalan 

dengan baik, efektif dan efesien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


